
LMUHAMMAD LUTFI

IDITETAPKAN OLEH: /
" WAUKOTA BIMA, IV'

NO JABATAN PAR<\F TANOOA!.

I. Sekretaris Daerah V
2. AS.istcn Pemerintahan

~dan Kcsejahteraan
Sosial

3. Kopala Dinas I.KeKhatan

4. Kabag. Hukum !'z/

2021KOla Sima.

l'erihaVJlIdul Nuskllh Dinas: PERA'·URAi'.j \VALrKOTA IllMA TENTANG PllNANGGULANGAN

HUMAN IMMUNODEPICIENCY IIIRUS DAN ACQUIRED

IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

2021DIMAJUKAN PADA TANGGAL :

2.Dipcriksa Oleh : Bagian Hukum 7. Dita'tlik olchIDikuji : Baginn Hukum
8. Ditcrirna dipengiriman sural: Dikes
9. Diklrim oleh : Dikes

3. Diedarkan oleh : Dikes 10. Verbal dan pcnillP : Bagin. Hukum
Disimpon olch

I. Dikerjakan eleh : Dikes 4. Diterima di pcnenma Sum' B.sinnHokum
S. DiDOlllOri , Bagi.n Hokum
6.mail:oleh : Dikes

VERBAL



Peraturan Mentert Kesebatan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan KJV dan AIDS, Pemerlntah
Daerah mernpunyal tugas dan tanggung jawab
melakukan penyclenggarnan berbagai upaya
pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIOS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurur b. pcrlu menetapkan
Peraturan WaJikota teotang Penanggulangan H1V dan
AIDS.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Bamt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2002 Nomor
26. Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);

2. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaogao
Negara (Lembaran Nega.raRepublik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembamn Negara Republik
indonesia Nomor 4286).

3. Undaog·Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintah Doerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5587 I ••bagaimana telah
diubal\ beberapa kali terakhir dengan Undang-

Pasal 8 huruf a

peningkatan jumlah
diperlukan upaya

a. bahwa dalam rangka mengurangi
penularan HIV dan AIDS
penanggulangan yang sistimatis;

b. bahwa berdasarkan ketenruan

Mengingat

Menimbang

PENANOGULANGANHUMAN TMMU,vODEFICfENCY VIRUSDAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAKMATTUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTABIMA,

TENTANG

PERATURANWAUKOTA BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2021

WAUKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dalam Peraturan Walik0l6 Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.

BABI
KETENTUANUMIJM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA 1'ENTANGPENANOGULANGAN
HIV DANAIDS.

Menetapkan

Undang Nomor 1I Tabun 2020 tentang CipIA Kerjn
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Nega", Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undaog-Undang Nemer 33 Tahun 2004 teo rang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerlntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor l26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3348);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan
(Lembarnn Ncgara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran !IIegara Republik Indonesia
Nomor 50631 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor II Tabun 2020 lentaDg Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65731:

6. Undang-UndangNomor 36 Tabun 2014 tentang Tenaga
Keseh.tan (Lernbaran Negara Republik Indonesia rabun
20 l4 Nomor 298):

7. Peroruran Presiden Nomor 124 Tahun 2016 ternang
Perubahan AlaS Peraruran Presiden Nomor 75 rabun 2016
Tentang Komisi Penanggulangan AIDS NasionaJ (Lembaran
Negara RepubUk Indonesia Tahun 2016 Nomor 3671;

8. Peratura.n Mente'; Kesehatao Nornor 4 Tahun 2019
leo tang Slandar Teknis Pemeouhan Muttl Pelayanan
Dasar Pada Stender Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

9. Peraturan Dserab Kola Bima Nomor 6 rabun 2008 rentang
Urusan PemeTintah Oaerab KOla Bima (Lembaran Daerah
KOlQBima rabun 2008 Nomor 88);

10. Peraturan Daerah Kala Bima Nomor 12 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oacrab (APBD)
KOUlBlma Tabun AngglU'8n 2021 (Lembaran Daerah Kala
Bima Tahun 2020 Nomor 233).



2. Pemcrintah Daerah adaJah kepaJa daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban
yang menjadi kewenangnn daerah otonorn.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatao Kola Bima.
5. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya dlsingkat KPA adalah

Komisi Penanggulangan AIDSKola Bima.
6. Kclompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah instansi atau

orang yang ditunjuk mclakukan rugas dcngan SurRI Keputusan
7. Penanggulangan adal4h segala upaya yang mcliputi pelayanan promouf,

preveotir, diagnosis, kumtir dan rehabilitadC yang ditujukan untuk
menurunkan angka kesakitan, angka kemauan, membatasi penularan
serta penyebaran penyakil agar wabah tidak meluas ke dacrah lain serta
mengurangj dampak negatif yang ditimbuJkannya.

8. Human ImmunodeFv;iency Vln,s yang selanjutnya disingkat HIV adalah
Virus yang menyebabkan lIoqulred lmmuno DeFv;iencySyndrome (AIDS).

9. lIoquired lmmuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah suatu kumputan gejala berkurangnya kcmampuan pertahanan diri
yang disebabkan oleh masuknya virus Hrv dalam tubuh sesecrang.

10. Orang Oengan HIV dan AIDS yang selanjumya dislngkat ODHA adalah
orang yang reIah tuinfeksi virus HIVdan AIDS.

II. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang seJanjutnya disingkat OHIDHII
adalah orang yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang terinfeksi
HIVdan AIDS.

12. Infeksi Menulnr Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi
yang ditularkan melalui hubungan seksuaJ secara vaginal, anal/lewat anus
dan oral/dengan mulut,

13.Tes HIV atas Inisiatif Pernberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang
selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan
kepada seseorang umuk kepenlingan kesehatan dan pengobatan
berdasarkan inisiatif dar! pemberi pelayanan kesehatan.

14. Konscling dan Tes HIV Suka.rela yang selanjutnya disingkat KTS adalah
proses konseling sukarela dan tes HIV alas inisiatU individu yang
bersangkutan.

15. Konscling adalah komunikasi informasi unruk membantu klienJpasien
agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dir!nya dan bertindak
sesuai kepurusan yang dlpilihnya.

16. Surveilans Epiderniologi udalah pemantauan dan anulisa sistematis terus
menerus terhadap penyakit atau masalah-rnasalah kesehatan dan kondisi
yang mempengaruhinya untuk melakukan tindekan penangguJangan yang
cfcktif dan efisien.

17.Anti Retroviral yang seJanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang
dapat mernperlambat perrumbuhan virus.

18. Perawatan, dukungan. dan pengobatan (Care, SUpport Q/ld n..atmen4 yang
eelanjumya disingkal CST adalah layanan lanjuton dar! vcr untuk
mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ODHA.

19. Layanan Konseling dan Testing Sukarcla (Voluntary Counseling "nd Testing)
yang selanjutnya disebin VeT adalah program pencegahan sekaligus



Ruang Lingkup Peraruran WaJikota ini adaJah :
a. kegiatan penanggulangan;
b. surveilans;
e, miligasi dampak;
d. sumber daya kesehatan
e. kerjasama;
r. peran serta masyarakat;
g. penelitian dan pcngembangon:

Pasal3

Tujunn Peraturan Wnlikotn ini adalah sebagai pedoman datam kegiatan
penanggulanan HIVdan AtDS.

Pasal2

jembatan untuk mengakees layanan manajcmcn kasue (MK) dan CST
(pernwatan, dukungan dan pengobatan).

20. Pencegahan Melalui Transmisi Seksual yang sclanjutnya disingkat PMTS
adalah program pencegahan HlV melalui transmtst seksual dengan cara
sctiap mclakukan hubungan seksual harus rnenggunaken kondom.

21. Pekerja Seks Komersil yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang
yang mendapa! penghasilan dengan cars memberikan layanan seksuaJ
kepada pelanggan seks.

22. Wanita Pekerja Seks yang selanjumya disingkat WPS adalah wanita yang
memberikan tayanan seksual.

23. Waria atau Wani'" Pria odalah orang yang memiliki jenis keJamin Iaki-Iaki
yang berorientasi seks seperti wanita,

24. I..aki-Iaki Suka Laki-laki yang selanjuhya disingka! LSL adalah pasangan
seksual sesamajenis laki-laki.

25. Komunikasi, lnformasi dan E:dukasi yang selanjutnyo di sebut dengan
Media KlE masyarakat adalah media atau alat untuk menyampaikan
inrormas! seputar HIVdan AIDSkcpada masyarakat tuns.

26. Lcmbaga Permasyarakatan yang selanjutnya disingkat LAPAS adalah
iempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.

21. Rumah Tahanan Ncgara yang selanjumya diaingkat RUTAN adalah
tcmpat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

28. Lembaga Swadaya Masyaraka, yang selanjutnya disingkat LSM adalah
suatu tembaga yang dibentuk olch tebih dari satu orang untuk metakukan
program tertentu;

29. Loknsi beresiko adalah tcmpat yang digunakan unruk berkumpul oleh
kelornpok beresiko;

30. Organisasi profes i adalah organisasi bidang keschatan t.erkait profesi
keeebetan seperti dokter, perawar dan bidan serta organisaei kesehatan
lainnya;

31. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO o.daJah pelaksana
rungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelengaraan pemerintah
berjaJan dengan baik.



(I) Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrael dengan pelayanan
kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.

(2) Promosi kesehatan sebagaiman .. dimaksud pada ayat (I) meliputi:
8. iklan layanan masyarakat;
b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko

penularan penyakit;
b. promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda:
c. peningkatan kapasitaa dalam promosi pencegahan penyalahgunaan

napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non
kesehatan yang terlatih;

Pasal 6

(II Promosi kesehatan ditujukan unruk meningkatkan pengetahuan yang benar
dan komprehensif mengenai peneegahan penularan HIVdan menghilangkan
stigma serta diskriminasi.

(21 Prnrnosi kesebatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatao terlatih.

(31Sa saran promosi kesehatan mcliputi pembuat kebijakan, sektor swasta,
crganisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

(41Magyar.kat sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada
populasi sasaran dan populas! kunci.

(5) Populasi sasaran sebagalmana dimaksud pada ayat (4) merupakan populasi
yang mcnjadi sasaran program.

(6) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meUputi:
Q. pengguna napza suntik;
b. WPS langsung maupun tidak langsung;
c. pelonggan/ pasangan seks WPS;
d. gay, waria, dan t.aki pelanggan/ pasangan seks dengan LSL; dan
e. warga binaan lapas/rutan.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

PasaJ5

Kegintan Penanggulangan HIVdan AIDS ,,,rdiri atas :
a. promosi kesehatan;
b. pencegehan penularan HIV;
c. pemeriksaan diagnosis HIV;
d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e. rehabilitasi.

Pasal4

BASil
KEOIATAN PE:NANGGULANOAN

Baginn Kesatu
Umum

h. pencatatan dan pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan;
J. pembiayaan: dan
k. sanksi administratif.



Pencega.han penularan HIV mclalui hubungan seksual dilakuJcan melaJui
upaya:
11. tidak meJaJrukan hubungan seksual (Abstinensia);
b. setia dengan pasangan (Be F'aithfu4;
c. menggunaJcan kondom secara konslsten (Condom use);
d. mcnghindari penyaJahgu.naan obatj'zat adiktif Ino Drug!;
c. meningkatkan kemampuan pencegahan rnelalui edukasi termasuk

mengobati IMS sedini mungkin (Education);

PasaJS

Pencegahan Penularan HIV rneliputi upaya :
Q. pcncegahan penularan HIVmelaJui hubungan seksual:
b. pcnccgaban penularan ~IIVmelalui hcbungan non seksual; dan
c. pcnccgahan penularan HIVdarl ibu ke anaknya.

Bagian Ketiga
Penccgahan Penularan HN

PasaJ 7

d. sosialisasi tentang IMS, HIV dan AIDS di linglrunlP'" sekolah melaJui
kClWtan Masa Orientasi Siswa (MOS), yang bertujuon meningkatJcan
pengetahuan slswa-stswl sekolah tentang (MS, HIV, dan AID,S, dan
menciptakan lingkungan sekotah yang kondusif proaktif dalam
melaksanakan kegiatan penanggulangan HIVdan AIDS;

c. sosialisasi teruang IMS, HIV dan AIDS rnelalui Pembina Organieaei
slswa Intra Sckolah, yang bertujuan unruk meningkotkan pengetahuan
pengurus Organisasi Sisw. Intra Sekolah teruang IMS, HIV.dan AIDS;

f. advokasi dan pokja KJE tentang IMS, HIV dan AIDS, yang bertujuan
mcmberikan masuJcan kepada stake holder rerkait untuk turur serta
berperan aktif dalam upaya penangguIangan HIVdan AIDS;

g. promosi dan/atau sosialisa.i tentang' IMS, HIV dan AIDS melaJui
penyuluhan dan mediamasa, yang bertujuan untuk mcningkatkan
pengeUihuan masyarakat tentang lMS, HIV,dan AIDS;dan

h. program promosl kesehatan lainnya.
(3)Promosi kesehatan yang terintcgrasi pada pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) diutamakan pada pelayanan:
a. kesehatan peduli remeja;
b. keschatan reproduksi dan keluarga berencana;
c. perneriksaan asuhan antenatal;
d. infeksi mcnular seksual;
e. rchabilitasi napza;
f. tuberkclosis:
g. manajemcn IMS dan VCT bag; populasi kunci:
h. mcnyediakan pelayanan transfusi darah yang aman mencakup upaya

penapisan (screening) pada darah donor;
i. melakukan kewaspadaan universal pada semua jenjang tempat

pelayanan kesehstan dan tidak terbatas pada rempat pelayanan yang
mclayani kelompok risiko tinggi; dan

j. menyediakan profilaksls paeca pajanan pads pusa....pusat pelayanan
kesehatan.



(1) Pemeriksaan diagnosis HIVdilakukan melalui KTS "tau TIPK.
(2) Pemcriksaan Diagnosis HIV sebagairnana dimaksud pada ayal (I) harus

dilakukan dengan perserujuan pasien.
(3) DikecuaJikan dan kctenluan sebagaimana dimakaud pada "y,,( (2), dalam

hal:
8. penugasan tertenru daJam kcdinasan temaraJ polisi:
b. keadaan gawat darurat modis unruk tujuan pengobatan pada pasien

yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS
seperti pasien TBdan giz, buruk; dan

Bagian Keempat
Pemeriksnun Diagnosis HJV

Pasal II

Pencegahan penularan HIV dan ibu ke anaknya dilakukan rnelalui
a. peneegahan penularan HIVpada perernpuan usia reproduktif;
b. pencegahan kehamilan YM,g tidak direncanakan pada perempuan

dengan HIV;
c. pencegahan penutaran HIV dati ibu bamil dengan HIV ke bayi yang

dikandungnya:
d. pcmberien dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu

dengan HIVbeserta anak dan keluarganya;
e. melakukan pemeriksaan dlagnostis H1Vdengan res dan konseling pada ibu

hamil saar pemeriksaan asuhan ante natal care atau mcnjclang persalinan;
f. mcnga.njurkan kepadn seliap caJon penga.ntin untuk mengiJruti

konseling terpadu antara KUA dan perugas Puskesmas.

Pasal 10

Pencegahan penuJaran HIVmelalul hubungan non seksuaJ dlIakukan melalul :
ft. uji swing darah pendoner melalul pemeriksaan HJV terhadap darah dan

produk darah donor oleh PMI;
b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai

tubuh;
c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik;
d. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik dengan cara

penggunaan jarum suntikjarum tate, jarum akupuntur pada tubuhnya
sendiri dan/atau tubuh orang lain yang sreril dan sekall pakai; dan

e. menyelenggarakan kewaspadaan umum daJam kegiatan pelayanan
kesehatan yang berhubungon dengan transfusi dan donor darah.

Pasal9

f. metakukan pe:ncegahan lain. antara lain melalui eirkumsisi sesuai
standar;

g, penguatan peran keluarga daJam penerapan kaidah agama sebagai upaya
pencegahan perilaku ecke pra nikah dan seks beresiko;

h. peningkatan penggunanr kondom 100% pada setiap hubungan seks
bercsiko; dan

I. mendorong dan meningkntkan layanan IMSdi fasiltas pelayanan kesehatan
dasar.



(I) Pengobatan HlV dan AIDS dllakukan dengan cara pengobetan:
Q. terapeutik;
b. profilaksis; dan
c. penunjang.

(2) Pengobatan terapeunk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
mctipuLi pengobatan ARV. pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi
oportunitis.

(3) Pengobatan profilaksis sc:bagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b
mcliputi:
o. pembecian ARVpaSC8 pe.janan; dan
b. kotrimoksasol untuk terapi dan profllaksis.

Pasal 14

Paragraf2
Pcngobatan
Pasal 13

(I) Pengobatan HIV bertujuan unlUk mengurangi risiko penularan H1V,
mengha.mbat perburukan infcksi oportunisdk dan meningkatkan kualitas
hidup pengidap HIV.

(2) Pengobatan AIDS bcrtujuan unlUk menurunkan sampai tidak terdeteksi
jumlah virus (viral load) HIV dalam darah dcngan menggunakan kombinasi
obat ARV.

Bagian Kelima
Pengobatan, Perawatan dan Dukungan

Paragraf I
Umum
Pasai 12

(I) Sctiap fasilitas pelaya nan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan
perawatan ODHA.

(2) I'<:ngobatan sudah bisa dilakukan di puskesmas yang menjadi layanan ARV.
(3) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2)

tldak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, w'liib merujuk
ODHA ke fasilitas pelayonan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah
snkit rujukan ARV.

c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketenruan peraruran
perundang-undangan.

(4) Pelakeanaan teo diagnosie dape.t dilakukan di puskesmns, rumah sakit atau
layanan kesehatan lainnya.

(5)Tatalaksana pemeriksaan bisa dilakukan di dalam gedung melaJui
pelayanan atau mobile VCT ke lokasi resiko dan kegiatan yang dilakukan
oleh kelompok kerja.

(6)Hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada ;
8. yang bersangkutan:
b. tcnaga kesehatan yang mcnangani;
c. kcluerga terdekat datam hal yang bersangkutan Lidakcakap;
d. pasangan seksual; dan
c. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perawatan berbasis fa.ilitas pclayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 "Yot (1) huruf a, diJakukan :
a. pada pclayanan keeeheten dasar (!'usk•• mas);

Pasal 18

(1) Pcrawatan dan dukungan HIVdan AIDS harus dilaksanakan dcngen pilihan
pendekatan eesuni kebutuhan:
a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kcsehatan: dan
b. perawatan rumob dan berbasis masyarakat (Communily Home Based

Care);
(2) Perawatan dan dukungan HlV dan AIDS harus dilaksanakan seeara holistik

dan komprehensif dengan pendekatan blopsikososiespirirual yang rneliputi :
a. tatalaksana gejala:
b. tatalaksana perawatan akut;
c. tatalaksana penyakit kronis;
d. pendidikan kesehatan;
e. pencegahan komplikasi dan infcksi oportunistik:
f. perawatan pnJiatif;
g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan

pemberdayaan masyarakat untuk membina kelcmpck-kelompok
dukungan; da n

b. evaluasi dan laporan hasil.

Paragrnf4
Perawatan dan dukungan

Pasa! 17

(1)Setiap bay; baru lahir dari ibu HIV don AIDS harus scgern mendapatkan
profilaksis ARVdon kotrimoksazol.

(2) Dalam hal status HIV belum diketahui, pernberian nutrisi sebagai
pengobatan penunjang bagi bay; baru lahir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang
undangan.

(3) Jika ibu belum minum ARVpcmberian ASI sebaiknya ditlJndu.

Pasal 16

(II Setiap ibu hamil dcngan HN berhak mcndapatkon pelayanan persaJinan di
fasilitas pelayanan kcschatan yang scsuai standar.

(2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mernperhatikan
pmsedur kewaspadaan standar dan udak mcmerluken alut pelindung din
khusus bagi tennga kesehatan pcnolong persalinan.

Paragraf 3
Pengobatan Beyi den Ibu Hamil

Poaol 15

(4) Pengobatan pcnunjang scbagaimann dlmaksud pada "Ynt (1) huruf c
meliputi pengobatan suportif, adjuvant dan perbaikan gizl.



(1) Mitigasi dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesebaten
dan sosial ekonomi.

(2) Pemerintah daeran, swasta dan rnasyarakat secara scndiri dan/ atau
bersarna-sama melaksnnukan mitigasi dampak :;asia) ckonomi ODHA dan
keluarga dengan cara:
a. memberikan jaminan kesehatan;
b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan daJam

kchidupan bermasyarakat;
c. mcnyc1enggarakan program-program banruan unruk meniogkatkan

pendapatan keluarga; dan
d. mengikutsertakan DOHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan

HIV dan AIDS sebagei sarana uotuk pemberdayaan ekonomi dan sosial
ODHA.

BAB III
MmOASI DAMPAK

Pasal22

(L)Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pada
populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada aY1l1(I) dilakukan
dengan cara pernberdnyuan ketrarnpilan kerja dan efikasi diri yang dapat
dilakukan oleh sektor soslal, balk Pemerintah. swasta maupun masyarakat.

(2) Rehabilitasi pada populasl kunci pengguna napza suntik sebagaimana
dirnaksud pada ayat (I) dllakukan dengan can>.rawat J"I"", rawat inap dan
program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal21

(L) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan
terhadap setiap pola transrnisi penularan HIVpada pcpulasi kunci terutama
pekerja seks dan Pengguna Nupza Suntik.

(2) Rehabilitasi pada kegiatan Pcnanggulangan HIV dan AIDS dilakukan
melalui rehabilitasi medis dan soslal,

Pasal19

Perawatan rumah dan berbaais masyara.kat sebagaimana dlmaksud dalam
POSIII170yal (1) huruf b, dilakukan :
a. di rumah ODHAoleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya;
b. mcmberikan dukungan pada ODHAagar tetap berobat eccera rutin;
c. mcndampingi OOHA minum obat secara terarue.

Bagian Keenam
Rehabilitasi
Pasal20

b. layanan rujukan (RS pemerintah /swastaj; dan
c. layanan peounjang milik pemerintah, Pemerintah Daernh maupun swasta.



BAB fV
SUMBER DAYAKESEHATAN

Bagian Kesatu
Fasilil.a. Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

( I) Setiap ODHA berhak mernperoteh akses pelayanan kesehatan.
(21Seliap fasilitas pelayanan kesebetan wajib mernberikan pelayanan

kesehatan pada ODHA sesual dengan kemampuan yang dirniliki.
13)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer wajib mampu mclakukan upaya

promotif, preventif konseting, deteksi dini dan merujuk kasus yang
memerlukan rujukan.

(4) Rumah sakil sekurang·kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis,
melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai dengan ketentuan
dalam sistern rujukan.

(51Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rumah sektt kelas 0 dapar
mclakukan diagnosis, pengobatan dan perawatan ODHA sesuai dengan
kemampuan dan sistem rujukan.

Mcngikulsertakan ODHA dan kcluarga dalam penanggulangan HlV AIDS
sebegnlmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21 huruf d diJakukan dengan
cara:
a. memberikan support kepado ODHA agar tetap bakcrja derni keluarga;
b. mcngajak ODHA agar ietap terlibat dalam organisasi kemasyarakatan.

Pasal 26

McnghiJangkan deskriminasi dalarn memberikan layanan dan dalam
kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
huruf b difasilitasi dcngan syarat:
a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadal: dan
b. mcnjaga kerahasian status HIVdan AIDS.

Pas,,1 2S
Menyelenggarakan prcgram- program bantuan untuk mcningkatkan
pcadapatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c
diJakukan dengan cara :
B. berkoordinasi dengan orgllnisasi terkait untuk melibatkan ODHA dalam

kegiatan peningkatan keterarnpilan;
b. pelaksanaan peningkatan keterampilan pada huruf a disesuaikan dengan

peraruran yang bertaku,

Pasa]24

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21 huruf a
dilakukan dengan cars:
a. mcrupakan warga KOlaPada ng;
b. rnerniliki surat keterangan tidnk rnampu;
c. bersedia akan parun <.erhadap program pengobatan;
d. disesuaikan dengan kebljokan dan peraruran daerah yang bcrlaku.

Pnsal23



(1) Pernerintah dacrah dalam menjamin ketersediaan obat dan perbekalan
keschatan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 30 harus mcnyusun
rencana kcbutuhan secara berjenjang.

Pasal 31

(I) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
yang diperlukan unruk penanggulangan HIVdan AIDS.

(2) Obat dan perbekaJan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kondom;
b. lubrikan;
c. alat suntik steril;
d. reagensia untuk tCS AN dan IMS;
e. obat ARV;
f. obat tuberkulosis;
g. obat IMS; dan
h. obat untuk infeksi opcrtunisrik,

Bagian Ketiga
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 30

Bagian Kedua
Sumbcr Daya Manusia

Pasal 29
0) Sumber daya manusia dalam PenangguJaogan HJV dan AIDS meliputi

tenaga kcsehatan dan tenaga non kesehatan.
(2) Sumber daya manusia tenaga kesehaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan tenaga kesehatan baik pernerintah maupun swasta yang
roempunyai kompctcnsi dan kewenangan sesuai ketentuan pcraturan
perundang-undangan.

(3) Penugasan tenaga kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I)
diJakukan oleh kepala dinas kesehatan setempat dengan pertimbangan
organisasi profesi tcrkait;

(4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berperan
daJam bidang kebijakan, kesebatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
sosiaJ budaya yang mencakup permasalahan H1VAIDS secara holistik.

(1) Setiap [.sllila. peJayanan kcsehatan wajib melaksanakan tindakan prcverrtif
untuk mencegah penularan infeksi termasuk HIV.

(2) Tindakan preventif untuk mencegah penutaran infeksi sebagaimana
dimaksud pada "yet (I) meliputi:
Q. kewaspadaan umum (universal precaution];
b. kcpatuhan kepada program peneegahan infeksi seeuai dengan standar;
c. penggunaan darah yang aman dan HJV; dan
d. KIEkcpada pasien.

Pas"J 28



(I) Tokoh agama dan tokoh masyarakal berperan SCrlQ daJam kegiatan
penccgahan dan penanggulangan HIVdan AIDS.

(2) Tokoh agama dan masyarakat pada ayat (I) dapat bcrperan serta daJam
upaya Penanggulangan HlV dan AIDS dcngan cara:
8. mempromosikan perilaku hidup scbat;
b. meningkatkan ketahanan keluarga;
c. mencegah teriadinya stigma dan diskrimasi terhndap orang terinfeksi

HIVdan ketuarga, serta lcrhadap komunitas populasi kunci;
d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS; dan
e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi metukukan perbuatan

berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasHitas pelayanan
KTS.

(3)Perilaku bidup sehat sebagalmana dimaksud pada ayat (I) buruf a
dllakukan dengan mcnghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko
penularan H1V.

(4)Ketahanan keJuarga seb9gaimana dimaksud pada Qy8t (I) buruf b
dilakukan dengan cara :
a. setia pada pasangan: dan
b. saJing asah, asth dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat,

khususnya kesehatan reproduksi dan menghlndari Napza.

Pasal 34

Setlap orang harus berpartisipasi sccara aktif unNk mencegah dan
rnenanggulangi epiderm HIV sesuai kemampuan dan perannya masing-masing.

8A8VJ
PERAN SERrA MASYARAKAT

PasaJ 33

(2) Pengadaan obat dan perbekalan kesehsran unruk penan88"langan HIV dan
AIDS olch pemcrirueb deereh hams dilaksanakan, dico"'t dan dilaporkan
8C-8Uai ketenruan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

PQsaJ32

IIIUpaya penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarskan oleh masing
rnasing instansi dall/atau rnclaJui kerjasama due atau Icbih pihak berupa
kegiatan khusus Penan88"langan HlV dan AIDS atau terintegrasi dengan
kcgiatan lain.

(2) Lcmbaga swadaya masyarakot, perguruaan tinggi, organisasi profesi bidang
kesehatan, komunitas popuJasi kunei, dan dunia usaha dapat bermitra aktir
dengan instansi/lcmbaga pemerintah daJam Penanggulangnn HIVdan AIDS.

(3)Mitra Pembangunan Internasional (International Developmelll Partners)
dapat bcrkontribusi dalarn Penanggulengan HlV dan AIDS sesuai kctentuan
peraturan perundang-undangan,

(4) Kerjasama dan kemitraan khusus Penganggulangan HIV dan AIDS
scbagaimana dimaksud pada eye. (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin dan
dikoordinasikan oteh Dinas Keschatan.



BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

(I) Untuk menunjang upaya Ptnanggulangan HIV dan AIDS yang berbasls
bukti dan perbaikan dlllam pclaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset
operasional di bidang :
a. epidemialogi;
b. humaniora kesehatan:
c. peneegahan penyakit;
d. manajemen perawatan dan pengobatan;
e. obat dan obat rradisional:
f. biomedik;
g. dampak sosiaJ ekonomi;
h. tcknologi dasar dan teknologi terapan; dan
i, bidang lain yang diteUlpkan oleb Walikota.

(2) Penelitian dan pengcmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
cWakukan oleh pemerintah dacrah, masyarakat don dapat dilakukan
bekerjasama dcngan inscirusl danJatau peneliti aeing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
(1) ODHAberperan serta dalam Penanggulangan HIV dan AIDSdengan earn:

a. menjaga kesehatan pribodi;
b. mclakukan upaya penccgahan penularan H1Vkepada orang lain;
c. memberitahu starua HIV kepada pasangan seksual dan petugas

keseharan untuk kepcruingan medis;
d. mematuhi anjuran pengobatan; dan
e. berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS bersama

Pemerintah dacrah dan anggota rnasyarakat lainnya.
(2) Peran ODHA sebagaimana climaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan

melaluir
a. kewajiban menggunekan kondom dengan benar dan konsisten;
b. menggunakan alat suntik steri! sekali pakai:
c. keikutsertaan secara aktif pada layanan peneegahan pcnularan dan ibu

ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan
d. tidak menjadi donor darah, produk darah danj'atau organ sertajaringan

tubuh lainnnya.

(5)Mcncegab stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana
climaksud pada ayat (I) hUM Cdilakukan dengan:
8. memahami dengan benor dan lengkap mengenai com pcnularan HIV dan

penccgahannya;
b. memberdayakan orang terinfekai HIV sebagairnana anggota rnaeyarakat

lainnya: dan
c. mengajak sernua anggota masyarakat untuk 1;ld.k mendiskriminasi

orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan keschatan, pendidikan,
pekcrjaan dan semua aspek kehidupan.

(6) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kcgiatan
pencegahan dan penanggulangan HIVdan AIDS.

-



BAB IX
PEMBINAANDANPENGAWASAN

PasaJ 39

(I) Pemcrintah daerah mclakukan pembinaan dan pengawasan kcgiatan
Penanggulangan HIVdan AIDS dalam benruk monitoring dan evaluasi.

(2) Pembinaan sebagaimena dimaksud pada ayal (I) diarahkan untuk:
b. mewujudkan derajat kesehatan masyamkat yang setinggi-

tingginya sehingga mampu mcncegah dan mengurnngi penularan HN
dan AIDS;

B. terpenuhinya keburuhan rnasyarakat akan informasi dan pclayanan
kesehatan yang cukup. aman, bermuru, dan terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat schingga mampu meneegah dan
mengurangipenuJaran HN dan AlDS;

b. meJindungi masyarakat terhadap sega)a kemungkinan kejadian yang
dapat menimbulkan penuJaran HIVdan AlDS;

c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya
penangguJangan HIVclan AIDS: dan

d. meningkatkan rnutu tenaga kesehatan datam upayo penanggulangan
HIVdan AIDS.

(3) Pernbinaan sebagairnana dlmckeud pada ayat (2) dttekuken dengan cara:
Q.. soaialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AlDS kcpada

pendidikan fonnal, non formal dan informal; dan/atau
c. pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok

dan rnasyarakat.
(4) Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HN dan AlDS dilakukan oleh

Dina. Kesehatan, KPA dan Satuan Kerja Perangkal Dacrah yang tugas
pokok dan fungainya berkaitan dcngan penanggulangan HIVdan AIDS.

Pasal 38
(I) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib meJakukan pelaporan kasus HIV,

kasus AIDS dan pengobatannya kepada Dinas.
(2)Dinas mclakukan kompilasi pelaporan sebegaimana dimaksud pada ayat

(I). dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut
serta rnelaporkannya ke dines kesehatan provinsi.

(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan s.liap bulan.

(l) Semua kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS harus dilakukan
pencntatan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang berlsku.

(2) F'asilitas pelayanan kesehntan wajib melakukan pcncetatan pelaporan.
perawatan, tindak lanjut perawatan pasien KJV dan pembertan ARV serta
mendokumcntasikannya datam rekam medik.

BAS VIII
PENCATATANDANPELAPORAN

Pasal 37
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(1) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaksanakan tindakan
preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan teguran
tertulis oleh atasan langsung.

(2) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatulti dalam
jangka waktu 14 (empat betas) han kerja sejak reguran dtterima, dikenakan
teguran tertulis oleh Kepala Dinas.

(31Jika Peringatan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipatuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak
peringatan tertulis diterima, dikenakan sanksi pencabutan .isin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

SANKSI ADMINISTRATW

Pasal 41

BABXl

Bf\B X
PEMBIAY!\AN

Pasal40

Pembiayaaan kegiatan Teknis Penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang
tidak mengikat.
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